
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 102 TAHUN 2018 

TENTANG 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF DAN TUNJANGAN R E S E S BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL 
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Membaca : Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor: 973/2374/408.55/2018 Tanggal 2 November 
2018 tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, 
serta Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 
44 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah, serta Besaran Dana 
Operasional Bagi Pimpinain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kal i terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Tahun 2017 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN 
DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 
DAN TUNJANGAN R E S E S BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN 
DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 
TAHUN ANGGARAN 2019. 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksudkan dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

adalah Lembaga Perwaldlan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Kabupaten. 

3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan 
wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Kemampuan Keuangan Daerah adalaih klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan 
komunikasi intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, 
serta Dana Operasional Pimpinan DPRD. 

6. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan 
dan Anggota DPRD. 

7. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang 
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

8. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD setiap melaksanakan reses. 

9. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional 
adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, 
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD sehari-hari. 

BAB II 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal2 
Kemampuan keuangan daerah Kabupaten adalah kelompok ''sedang", dengan 
penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati in i . 

BAB III 
TKI 

Pasal 3 

Besaran TKI un tuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 5 (lima) kal i dari uang 
representasi Ketua DPRD. 



BAB IV 
TUNJANGAN R E S E S 

Pasal 4 

Besaran tunjangan reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 5 (lima) kal i 
dari uang representasi Ketua DPRD, 

Besaran dana operasional un tuk Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut: 
a. untuk Ketua DPRD Kabupaten sebesar 4 (empat) kal i dari uang representasi 

Ketua DPRD Kabupaten; dan 

b. untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 2,5 (dua koma lima) kal i dari 
uang representasi wakil ketua DPRD Kabupaten. 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

BABY 
DANA OPERASIONAL 

Pasal 5 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 6 

Ditetapkan d i Pacitan 
pada tanggal 31 - 12 - 2018 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 31 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN/PACITAN 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 103 



LAMPIRAN : 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 102 TAHUN 2018 
TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN R E S E S BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019 

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

1. PENDAPATAN UMUM DAERAH 1.048.519.524.770,19 

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 220.090.671.761,19 
b. Realisasi Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat 52.713.507.009,00 

1) Bagi hasil pajak 34.357.649.400,00 
2) Bagi hasil bukan pajak/SDA 18.355.857.609,00 

c. Realisasi Dana Alokasi Umum 793.715.346.000,00 
2. BELANJA PEGAWAI 599.092.531.892,00 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 599.092.531.892,00 

NILAI PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 449.426.992.878,19 

Pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Nomor 62 Tahun 2017, Rp 300.000.000.000,00 sampai 
dengan Rp 550.000.000.000,00 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang. 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


